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A. Simpulan 

Dari apa yang telah diuraikan pada pembahsan sebelumnya, maka 

kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Peranan dari DP3AP2KB Kota Padang dalam pemenuhan 

kesejahteraan anak adalah: 

a. Bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa pihak Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) seperti yang tercantum dalam Keputusan 

Wali Kota Padang Nomor 354 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas 

Kota Layak Anak Tahun 2021-2023. DP3AP2KB dalam gugus 

Tugas Layak Anak kedudukannya berada pada bagian sekretaris 

yang bertugas sebagai pihak yang menjadi koordinator dan 

mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama melaksanakan 

program yang mendukung kesejahteraan anak.  

b. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan para pelaku usaha 

dan perusahaan atau Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI) 

yang ada di Kota Padang. Peranan DP3AP2KB Kota Padang pada 

APSAI berkedudukan sebagai Sekretariat Pembina yang mana 

DP3AP2KB Kota Padang memiliki tugas dan fungsi yang penting 

dalam memastikan kesejahteraan anak atau pemenuhan hak anak. 

tugas utamanya adalah melibatkan koordinasi antara pemerintah 



UNIVERSITAS BUNG HATTA 

daerah dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak untuk menciptakan 

lingkungan yang mendukung bagi anak. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi DP3AP2KB Kota Padang dalam 

Pemenuhan Kesejahteraan anak antara lain: 

a. Permasalahan pendanaan pasca Covid-19 

b. Anak pendatang dari luar Kota Padang 

c. Masih kurangnya fasilitas 

d. Masih kurangnya fasilitas yang ramah anak 

e. Masih kurangnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait 

3. Upaya-upaya ynag dilakukan DP3AP2KB Kota Padang dalam 

pemenuhan kesejahteraan anak adalah dengan membuat dan 

melaksanakan kebijakan serta program yang ramah anak seperti: 

a. Kabupaten/Kota Layak Anak 

Kota Layak Anak didefinisikan sebagai kabupaten/kota yang 

mengadopsi sistem pembangunan berbasis hak anak 

b. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 

Puspaga merupakan unit pelayanan untuk keluarga yang 

membutuhkan layanan pendampingan edukasi, konsultasi, dan 

konseling.puspaga yang berhasil adalah puspaga yang dapat 

mencegah anak terjerat ke dalam permasalahan sekitarnya. 
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c. Sekolah Ramah Anak 

Sekolah Ramah Anak merupakan konsep yang dirancang untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan 

memprioritaskan kebutuhan anak-anak. 

d. Masjid Ramah Anak 

Masjid ramah anak merupakan ruang publik untuk beribadah yang 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk dikembangkan menjadi 

tempat anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, 

kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman dengan dukungan 

orang tua dan lingkungan. 

e. Pengadilan Ramah Anak 

B. Saran  

Dari uraian diatas, penulis memberikan saran-saran yang dapat 

menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Agar DP3AP2KB menambah dan memperkuat program-program yang 

secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan anak di Kota Padang 

2. Agar DP3AP2KB meningkatkan kerja sama dengan organisasi dan 

lembaga terkait, seperti instansi pendidikan, dan organisasi non-

pemerintah yang peduli terhadap kesejahteraan anak di Kota Padang.  

3. Agar DP3AP2KB aktif dalam menyampaikan informasi kepada 

masyarakat terkait program-program yang dijalankan untuk 

kesejahteraan anak. Tidak hanya melalui brosur atau dokumen resmi, 

tapi juga melalui platform digital yang lebih ramah dan mudah diakses.
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